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 Abstract: Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi 
yang sangat besar pada sektor pariwisata dengan 
produk wisata utama yaitu destinasi bahari (marine 
tourism). Pengembangan pariwisata di provinsi 
Sulawesi utara dalam pengelolaannya masih kurang 
memaksimalkan daya dukung masyarakat. Masyarakat 
yang berada di wilayah pengembangan harus didorong 
untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan 
mengarahkan pembangunan pariwisata untuk 
meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat 
lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis  sejauhmana  daya dukung masyarakat 
berhasil meningkatkan pariwisata provinsi Sulawesi 
utara khususnya di wilayah yang memiliki pesona 
pantai, yaitu; Kabupaten Minahasa, Kabupaten 
Minahasa utara, Kabupaten Minahasa tenggara, 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui 
indikator partisipasi masyarakat dalam peningkatan 
pariwisata di Provinsi Sulawesi utara. Melalui kajian ini 
diharapkan mampu merangkul semua pemangku 
kepentingan agar dapat berperan strategis dalam 
meningkatkan pariwisata provinsi Sulawesi utara 
khususnya wisata bahari. 
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PENDAHULUAN  

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, 
terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Regulasi ini 
menekankan bahwa keberadaan objek wisata di suatu daerah dapat memberikan berbagai 
manfaat, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), perbaikan taraf hidup 
masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesadaran lingkungan, serta 
pelestarian alam dan budaya. Penyelenggaraan kepariwisataan menjadi tanggung jawab 
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bersama antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota [1], [2], [3]. 

Salah satu provinsi dengan potensi pariwisata yang signifikan adalah Sulawesi Utara. 
Wilayah ini dikenal dengan destinasi wisata bahari unggulan seperti Taman Nasional Laut 
Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Lihaga, dan Likupang yang menawarkan keanekaragaman 
flora dan fauna bawah laut. Selain itu, terdapat pula objek wisata laut lainnya yang tersebar 
di Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan Sangihe. 

Namun, data menunjukkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Sulawesi 
Utara sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2022, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. 
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya memulihkan sektor pariwisata melalui 
penguatan peran masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pariwisata 
berbasis masyarakat, di mana komunitas lokal berperan aktif dalam pengembangan 
destinasi wisata [4], [5]. 

Studi kasus di Miso Walay Homestay, Sabah, Malaysia, menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pengembangan 
pariwisata berbasis komunitas. Masyarakat lokal yang memahami kebutuhan dan potensi 
daerahnya dapat mengarahkan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik 
lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka [6], [7]. 

Di Sulawesi Utara, pengembangan pariwisata belum sepenuhnya memanfaatkan daya 
dukung masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan, dan evaluasi program pariwisata masih minim. Padahal, partisipasi aktif 
mereka dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi lokal, serta berkelanjutan [8], [9]. 

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, seperti semangat gotong royong 
dan penghormatan terhadap alam, dapat menjadi modal penting dalam pengembangan 
pariwisata berbasis komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, destinasi wisata 
dapat menawarkan pengalaman yang autentik bagi wisatawan, sekaligus menjaga 
kelestarian budaya dan lingkungan. 

Pengembangan model pariwisata berbasis masyarakat di Sulawesi Utara memerlukan 
pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal, serta 
pembentukan kelembagaan yang mendukung partisipasi mereka. Kolaborasi antara 
pemerintah, swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang 
berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak [9], [10], [11]. 

Dengan demikian, optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan 
pariwisata di Sulawesi Utara diharapkan dapat meningkatkan daya saing destinasi, 
memperbaiki perekonomian lokal, dan menjaga kelestarian alam serta budaya daerah. 
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan 
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan [12], [13]. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai 
kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, serta mengembangkan model pariwisata berbasis 
masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan komunitas lokal. 
Dengan memahami dan memberdayakan peran masyarakat, diharapkan pengembangan 
pariwisata di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan 
manfaat yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan. 
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LANDASAN TEORI 
Partisipasi Masyarakat Lokal  

Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan merupakan kontribusi sukarela 
individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan 
evaluasi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Partisipasi ini mencakup 
keterlibatan mental, emosional, dan fisik, di mana masyarakat tidak hanya hadir secara pasif 
tetapi juga aktif berperan dalam setiap tahapan pembangunan [14], [15].   

Menurut teori partisipasi, terdapat beberapa bentuk dan tingkat keterlibatan 
masyarakat. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat 
terlibat dalam perencanaan dan menentukan arah pembangunan. Kedua, partisipasi dalam 
pelaksanaan, yang melibatkan kontribusi nyata seperti tenaga, waktu, dan sumber daya 
lainnya. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan manfaat, di mana masyarakat merasakan 
langsung hasil dari pembangunan tersebut. Terakhir, partisipasi dalam evaluasi, di mana 
masyarakat turut menilai dan mengawasi hasil-hasil perencanaan yang telah dilaksanakan 
[16], [17]. 

Sherry Arnstein, dalam teorinya "Tangga Partisipasi", mengidentifikasi delapan 
tingkatan partisipasi masyarakat. Dimulai dari manipulasi dan terapi, yang dianggap sebagai 
non-partisipasi, hingga pemberitahuan dan konsultasi yang merupakan bentuk tokenisme. 
Tingkatan lebih tinggi meliputi peredaan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol 
warga negara, di mana masyarakat memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan 
dan pengelolaan program [18], [19]. 

Penerapan teori Arnstein dalam konteks pembangunan menunjukkan bahwa semakin 
tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula kontrol dan pengaruh mereka 
terhadap hasil pembangunan. Pada tingkat kemitraan, misalnya, terjadi pembagian 
kekuasaan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan keputusan 
bersama yang lebih efektif. Sementara itu, pada tingkat kontrol warga negara, masyarakat 
sepenuhnya memegang kendali atas proses dan hasil pembangunan [20], [21]. 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya meningkatkan 
efektivitas program, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal terpenuhi. 
Dengan terlibat langsung, masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan yang 
dilakukan sesuai dengan konteks dan budaya setempat, sehingga meningkatkan 
keberlanjutan dan penerimaan program [22], [23]. 

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat mendorong pemberdayaan individu dan 
komunitas. Melalui keterlibatan dalam berbagai tahapan pembangunan, masyarakat 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk mengelola sumber 
daya dan memecahkan masalah secara mandiri. Hal ini berkontribusi pada penguatan 
kapasitas lokal dan kemandirian komunitas dalam jangka Panjang [24], [25]. 

Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetap ada, termasuk 
kurangnya informasi, keterampilan, atau kesempatan untuk terlibat. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan 
masyarakat itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif. 
Pendidikan, pelatihan, dan penyediaan platform untuk dialog merupakan beberapa langkah 
yang dapat diambil untuk mendorong keterlibatan masyarakat [26], [27], [28]. 
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Dalam konteks pembangunan pariwisata, misalnya, partisipasi masyarakat lokal 
sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya 
menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. 
Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata dapat membantu 
melestarikan budaya dan lingkungan lokal, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi 
didistribusikan secara adil. 
 
Peningkatan 

Peningkatan merupakan proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik, 
mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Secara kuantitatif, peningkatan dapat dilihat dari 
bertambahnya jumlah atau kapasitas suatu objek atau fenomena. Misalnya, dalam konteks 
pariwisata, peningkatan kuantitas dapat berupa penambahan jumlah destinasi wisata atau 
fasilitas pendukungnya. Sementara itu, secara kualitatif, peningkatan berkaitan dengan 
perbaikan mutu atau nilai dari suatu objek atau layanan, seperti peningkatan kualitas 
pelayanan kepada wisatawan atau perbaikan infrastruktur destinasi wisata [29], [30], [31]. 

Dalam konteks pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata 
menjadi fokus utama untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan kepuasan 
mereka. Peningkatan kuantitas dapat diwujudkan melalui pengembangan destinasi baru, 
penambahan fasilitas akomodasi, dan diversifikasi atraksi wisata. Sedangkan peningkatan 
kualitas melibatkan perbaikan layanan, pelestarian lingkungan, dan penguatan budaya lokal 
untuk memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan [32], [33], [34]. 

Pentingnya peningkatan dalam pariwisata tidak hanya berdampak pada sektor 
ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Peningkatan kualitas layanan dapat 
meningkatkan kepuasan wisatawan, yang pada gilirannya mendorong promosi dari mulut ke 
mulut dan kunjungan ulang. Selain itu, dengan menjaga dan meningkatkan kualitas 
lingkungan serta budaya lokal, destinasi wisata dapat berkelanjutan dan memberikan 
manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat [35], [36]. 
 
Pariwisata 

Pariwisata mencakup berbagai aktivitas perjalanan yang dilakukan individu atau 
kelompok ke lokasi di luar lingkungan sehari-hari mereka untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau 
keperluan lain. Kegiatan ini bersifat sementara dan melibatkan interaksi dengan berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Tujuan 
utama pariwisata adalah memenuhi kebutuhan akan hiburan, pengetahuan, dan pengalaman 
baru yang tidak ditemukan dalam rutinitas harian [37], [38]. 

Dalam praktiknya, pariwisata melibatkan beberapa komponen penting, seperti 
atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan pendukung lainnya. Atraksi wisata 
dapat berupa keindahan alam, situs budaya, atau acara khusus yang menarik minat 
pengunjung. Transportasi memfasilitasi pergerakan wisatawan dari tempat asal ke destinasi, 
sementara akomodasi menyediakan tempat tinggal sementara selama kunjungan. Layanan 
pendukung lainnya mencakup restoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas rekreasi yang 
menambah kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama perjalanan mereka [39], [40]. 

Dengan demikian, pariwisata tidak hanya berfokus pada perjalanan itu sendiri, tetapi 
juga pada pengalaman menyeluruh yang diperoleh wisatawan. Hal ini mencakup interaksi 



 5257 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.4, No.7, Desember 2024 
 

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

dengan lingkungan baru, budaya lokal, dan masyarakat setempat, yang semuanya 
berkontribusi pada peningkatan wawasan dan apresiasi terhadap keragaman dunia. Selain 
itu, pariwisata juga memainkan peran signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial 
suatu daerah, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, dan 
mendorong pelestarian budaya serta lingkungan [41], [42]. 
 
Wisata Bahari 

Wisata bahari mencakup berbagai aktivitas rekreasi yang berfokus pada lingkungan 
laut dan pesisir. Kegiatan ini meliputi menikmati keindahan pantai, berenang, berlayar, 
berselancar, menyelam, ski air, dan berperahu layar. Atraksi wisata bahari sering kali 
memanfaatkan keindahan alam seperti taman laut dengan terumbu karang dan biota laut, 
formasi karang buatan, situs purbakala bawah laut, area penangkapan ikan, dan pantai yang 
mempesona [43], [44]. 

Pariwisata bahari telah lama diminati oleh berbagai kalangan, baik di Indonesia 
maupun di dunia internasional. Jenis pariwisata ini sering dikaitkan dengan konsep 
"matahari, laut, dan pasir," yang menawarkan kombinasi keindahan dan kenyamanan alami 
dari sinar matahari, lautan, dan pantai berpasir putih. Aktivitas yang umum dilakukan 
wisatawan dalam konteks ini antara lain berenang, berselancar, berjemur, menyelam, 
berdayung, snorkeling, berjalan atau berlari di sepanjang pantai, menikmati suasana pesisir 
yang damai, dan bermeditasi [45], [46], [47]. 

Beberapa kegiatan wisata bahari memanfaatkan wilayah pesisir dan laut secara 
langsung, seperti berperahu, berenang, snorkeling, menyelam, dan memancing. Aktivitas-
aktivitas ini tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi yang menyenangkan tetapi juga 
mendorong apresiasi terhadap keindahan dan kekayaan ekosistem laut. Dengan demikian, 
wisata bahari berperan penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir [48], [49], [50]. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis 
pariwisata bahari di Sulawesi Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh 
pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dengan fokus pada makna dan 
interpretasi dari data yang dikumpulkan [51], [52], [53].  

Lokasi penelitian mencakup Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, dan Bolaang 
Mongondow Timur, yang dipilih berdasarkan potensi wisata bahari yang signifikan. Dari 
wilayah-wilayah tersebut, dipilih tiga sampel lokasi spesifik yang mewakili karakteristik 
khas masing-masing daerah. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas 
wisata bahari dan interaksi masyarakat setempat. Wawancara mendalam dilakukan dengan 
berbagai informan, termasuk penduduk lokal, pelaku industri pariwisata, dan pejabat 
pemerintah daerah, untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Dokumentasi mencakup 
pengumpulan data sekunder seperti laporan resmi, statistik pariwisata, dan materi promosi. 
Studi literatur dilakukan untuk memahami konteks teoretis dan temuan penelitian 
sebelumnya yang relevan dengan topik ini [54], [55]. 
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Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik 
validasi. Validitas internal (credibility) dicapai melalui triangulasi sumber dan metode, 
memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Transferability (validitas eksternal) 
diperhatikan dengan memberikan deskripsi rinci sehingga temuan dapat diterapkan dalam 
konteks lain yang serupa. Dependability (reliabilitas) dijaga dengan mendokumentasikan 
proses penelitian secara sistematis, memungkinkan audit trail yang jelas. Confirmability 
(obyektivitas) dicapai dengan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal 
dari data yang dikumpulkan, bukan dari bias peneliti [56], [57]. 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa 
temuan yang dihasilkan mencerminkan realitas yang diteliti. Oleh karena itu, teknik validasi 
yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. 
Selain itu, partisipasi aktif dari 90 responden, dengan masing-masing 30 responden dari 
setiap wilayah sampel, memberikan data yang kaya dan beragam, memungkinkan analisis 
yang komprehensif mengenai pariwisata bahari di Sulawesi Utara [58], [59], [60]. 

Pada tahun kedua penelitian, fokus akan beralih pada pengembangan model 
pariwisata berbasis masyarakat di Sulawesi Utara. Model ini diharapkan dapat menjadi 
panduan bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, dengan 
memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Desain pengembangan akan 
disajikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur dan komponen utama dari model 
yang diusulkan. Pendekatan partisipatif akan diterapkan dalam pengembangan model ini, 
memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal terintegrasi dalam 
perencanaan dan implementasi pariwisata bahari di daerah tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Langkah-Langkah Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peran Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 

Daya dukung masyarakat dalam pariwisata mencakup kesediaan, kemampuan, dan 
partisipasi aktif komunitas lokal dalam mendukung pengembangan serta keberlanjutan 
sektor pariwisata. Aspek ini meliputi sikap positif terhadap wisatawan, keterlibatan dalam 
pengelolaan destinasi, dan kemampuan menyediakan produk serta jasa wisata. Partisipasi 
masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena 
mereka memiliki peran signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan 
warisan budaya, dan menggerakkan ekonomi lokal [61], [62]. 

Keberhasilan pariwisata sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Tanpa 
keterlibatan mereka dalam proses persiapan dan perencanaan pembangunan, program 

Penguatan Kapasitas dan 
Peran Masyarakat 
(Upaya meningkatkan 
peran dan kapasitas 
masyarakat dalam 
peningkatan pariwisata) 

Penguatan akses dan 
kesempatan berusaha 
(Upaya meningkatkan 
nilai manfaat ekonomi 
bagi masyarakat dari 
usaha kepariwisataan) 

Penguatan sadar wisata 
(Upaya meningkatkan 
kesadaran dan peran 
masyarakat dalam 
mendukung peningkatan 
pariwisata di Provinsi 
Sulawesi Utara) 
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pembangunan cenderung tidak berhasil. Masyarakat yang terlibat akan lebih memahami dan 
mempercayai proses pembangunan, sehingga menciptakan perpaduan harmonis antara 
kegiatan pemerintah dan daya dukung masyarakat. Dalam konteks ini, daya dukung sosial 
berperan sebagai kerangka pengendalian dampak sosial pariwisata, dengan melibatkan 
peran pemerintah lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dalam memberikan 
pemahaman terhadap pengaruh budaya asing yang masuk [63], [64]. 

Analisis daya dukung masyarakat mencakup beberapa aspek penting. Pertama, daya 
dukung fisik yang mencakup infrastruktur seperti jalan, akomodasi, dan fasilitas publik yang 
memadai untuk mendukung aliran wisatawan dan memastikan pengalaman yang baik bagi 
mereka. Kedua, daya dukung sosial yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam 
perencanaan dan pengelolaan pariwisata, sehingga mereka dapat berperan sebagai pemandu 
wisata, pengusaha lokal, dan promotor pariwisata.Ketiga, daya dukung ekonomi yang 
memastikan pariwisata memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal, termasuk 
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Keempat, daya dukung lingkungan 
yang memastikan bahwa pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan batasan daya 
dukung lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam [65], [66]. 

Hubungan antara pariwisata dan masyarakat lokal harus bersifat simbiotik, di mana 
keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan, tetapi juga dari 
sejauh mana pariwisata memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mengutamakan 
kesejahteraan masyarakat, pariwisata dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan mempromosikan budaya lokal. Oleh karena itu, perencanaan yang matang 
dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat 
pariwisata dapat dirasakan oleh generasi mendatang [67]. 
 
Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Kemajuan Pariwisata Daerah 

Daya dukung masyarakat lokal memainkan peran krusial dalam pengembangan 
pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan aktif komunitas setempat tidak hanya meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga 
memastikan bahwa program pembangunan pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan 
aspirasi mereka. Partisipasi ini mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap 
destinasi wisata, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik bagi 
wisatawan. 

Selain itu, masyarakat lokal berperan penting dalam pelestarian budaya dan 
lingkungan. Dengan memahami nilai warisan budaya dan keindahan alam, mereka 
termotivasi untuk menjaga dan mempromosikan keduanya sebagai daya tarik wisata. Hal ini 
esensial untuk mempertahankan identitas lokal serta memastikan keberlanjutan ekosistem. 
Keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata juga dapat mendorong 
investasi dalam infrastruktur yang mendukung, seperti jalan, transportasi umum, dan 
fasilitas umum lainnya, yang semuanya berkontribusi pada pengalaman wisata yang lebih 
baik. 

Lebih lanjut, dengan menyediakan layanan berkualitas tinggi, seperti pemandu wisata 
lokal atau produk lokal yang menarik, masyarakat dapat meningkatkan daya tarik suatu 
destinasi. Ini tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan tetapi juga memperkaya 
pengalaman yang ditawarkan kepada mereka. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat lokal 
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dalam pariwisata sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan 
antara wisatawan dan komunitas setempat. 

Melalui partisipasi aktif, pelestarian budaya, peningkatan infrastruktur, dan rasa 
kepemilikan terhadap destinasi wisata, masyarakat dapat memainkan peran kunci dalam 
memastikan bahwa sektor pariwisata berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan 
memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa 
pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga alat untuk pelestarian 
budaya dan lingkungan. 
 
Potensi Wisata Sulawesi Utara 

Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata, didukung 
oleh berbagai aspek yang menjadikannya destinasi menarik bagi wisatawan. Salah satu 
keunggulan utama adalah keramahan masyarakatnya. Penduduk lokal dikenal ramah dan 
terbuka terhadap pengunjung, yang tidak hanya menciptakan suasana hangat tetapi juga 
meningkatkan kepuasan wisatawan. Sikap ini membentuk persepsi positif, mendorong 
kunjungan ulang, dan memperkuat identitas daerah sebagai destinasi yang menyambut 
wisatawan dengan tangan terbuka. 

Selain keramahan, kekayaan budaya Sulawesi Utara menjadi daya tarik tersendiri. 
Keberagaman tradisi, seni, dan kuliner khas menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. 
Wisatawan dapat menikmati tarian tradisional, upacara adat, dan mencicipi hidangan lokal 
yang otentik. Kekayaan budaya ini tidak hanya menarik minat pengunjung tetapi juga 
berperan dalam pelestarian warisan budaya, memperkuat identitas daerah, dan membuka 
peluang pengembangan produk wisata berbasis budaya. 

Keindahan alam Sulawesi Utara, seperti Taman Nasional Bunaken, Cagar Alam 
Tangkoko, dan dataran tinggi Minahasa, menambah daya tarik pariwisata daerah ini. 
Destinasi-destinasi ini menawarkan panorama alam yang memukau, mulai dari keindahan 
bawah laut hingga keanekaragaman hayati darat. Potensi alam ini memungkinkan 
pengembangan berbagai jenis wisata, seperti ekowisata, wisata petualangan, dan wisata 
edukasi, yang dapat menarik berbagai segmen wisatawan. 

Dengan kombinasi keramahan masyarakat, kekayaan budaya, dan keindahan alam, 
Sulawesi Utara memiliki modal kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata yang 
berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, pelestarian 
budaya, dan konservasi alam menjadi kunci sukses dalam memaksimalkan potensi ini. 
Melalui strategi yang tepat, pariwisata dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan 
ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian 
lingkungan serta budaya lokal. 
 
Kontribusi Komunitas Lokal terhadap Kemajuan Sektor Pariwisata Sulawesi Utara 
 Peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara sangat 
penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keterlibatan mereka dalam 
menyediakan layanan seperti homestay dan pemandu wisata tidak hanya meningkatkan 
pendapatan, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dengan nuansa lokal yang 
autentik. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dirasakan 
langsung oleh komunitas setempat. 
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Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya dan lingkungan 
memastikan bahwa tradisi dan ekosistem lokal tetap terjaga. Dengan menjaga dan 
mempromosikan warisan budaya, masyarakat dapat menarik wisatawan yang tertarik pada 
pengalaman budaya yang otentik. Upaya konservasi lingkungan oleh komunitas lokal juga 
penting untuk menjaga keindahan alam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. 

Pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata memberikan peluang bagi masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan terlibat dalam sektor ini, masyarakat 
dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha baru yang mendukung perekonomian lokal. 
Misalnya, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di bidang kerajinan tangan, 
kuliner, dan jasa pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penduduk 
setempat [68], [69]. 

Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata memastikan bahwa pengembangan 
pariwisata berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Kolaborasi ini penting untuk 
menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan. Pemerintah dapat 
berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan infrastruktur dan regulasi yang 
mendukung, sementara masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam operasionalisasi 
pariwisata. 

Secara keseluruhan, peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek pariwisata di 
Sulawesi Utara menjadi kunci sukses dalam memajukan sektor ini, sekaligus memastikan 
manfaatnya dirasakan secara luas oleh komunitas lokal. Dengan demikian, pengembangan 
pariwisata yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan, 
melestarikan budaya dan lingkungan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan. 
 
Inisiatif Lokal dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan 

Sulawesi Utara memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, dengan keindahan alam 
dan kekayaan budaya yang memikat. Namun, pengembangan sektor ini memerlukan 
keterlibatan aktif dari masyarakat lokal untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan 
bersama. 

Partisipasi masyarakat dalam pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan lokal 
tetapi juga memastikan bahwa tradisi dan lingkungan setempat terjaga. Dengan menjadi 
pemandu wisata, pengelola homestay, atau pengrajin suvenir, penduduk setempat dapat 
langsung merasakan manfaat ekonomi sambil mempromosikan budaya mereka kepada 
pengunjung [70], [71]. 

Pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong inisiatif ini melalui 
pendidikan dan pelatihan. Program-program yang meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya pariwisata berkelanjutan dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih 
aktif. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas 
akan memfasilitasi partisipasi komunitas lokal dalam industri pariwisata [72]. 

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata 
diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang harmonis. Dengan bekerja sama, mereka 
dapat merancang strategi yang mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, memastikan 
bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kepentingan 
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penduduk setempat [73], [74], [75]. 
Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara yang melibatkan 

masyarakat lokal secara aktif akan menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk setempat. Pendekatan 
ini memastikan bahwa pariwisata berkembang secara berkelanjutan, menghormati budaya, 
dan melestarikan keindahan alam daerah tersebut. 
 
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional 

Pengembangan pariwisata di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2009, yang menekankan bahwa keberadaan objek wisata di suatu daerah dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), taraf hidup masyarakat, kesempatan kerja, 
kesadaran lingkungan, serta pelestarian alam dan budaya. Penyelenggaraan kepariwisataan 
menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, 
memberikan peluang bagi pembangunan wisata berbasis masyarakat secara desentralisasi. 
Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal, yang paling memahami kebutuhan, 
persoalan, dan potensi dalam pengembangan destinasi wisata. 

Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan potensi pariwisata yang signifikan dan 
berdaya saing. Objek wisata unggulannya meliputi wisata bahari di Taman Nasional Laut 
Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Lihaga, dan Likupang, yang terkenal dengan keanekaragaman 
flora dan fauna bawah laut. Selain itu, terdapat pula objek wisata laut lainnya yang tersebar 
di Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan Sangihe. 

Data menunjukkan adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi 
Sulawesi Utara sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2022 akibat pandemi COVID-19. 
Sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata, pemerintah menekankan penguatan peran 
masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal menjadi 
indikator penting dalam meningkatkan pariwisata di provinsi ini. Keterlibatan masyarakat 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi program pariwisata 
masih perlu ditingkatkan. 

Salah satu contoh penerapan prinsip pariwisata berbasis masyarakat adalah Miso 
Walay Homestay di Sabah, Malaysia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai 
aktor inti memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan 
pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah pengembangan wisata harus 
didorong untuk mengidentifikasi tujuan mereka sendiri dan mengarahkan pembangunan 
pariwisata guna memenuhi kebutuhan lokal. 

Analisis daya dukung masyarakat dalam peningkatan pariwisata di Sulawesi Utara, 
khususnya di wilayah dengan potensi wisata bahari seperti Kabupaten Minahasa, Minahasa 
Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan Kepulauan Sangihe, perlu 
dilakukan melalui indikator partisipasi masyarakat. Hal ini mencakup keterlibatan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi program pariwisata. Peningkatan 
kapasitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengembangan 
pariwisata menjadi kunci sukses dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan 
memberikan manfaat langsung bagi komunitas lokal. 
 

Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan rasa 
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cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat 
tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga dan 
mempromosikan kekayaan alam dan budaya daerah mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menekankan 
pentingnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata nasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan dan strategi 
pengembangan pariwisata. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan 
destinasi wisata akan memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 
hidup mereka. 

Dengan demikian, analisis daya dukung masyarakat dalam peningkatan pariwisata di 
Provinsi Sulawesi Utara menjadi langkah penting dalam mewujudkan pariwisata yang 
berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. 
Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci sukses dalam 
pengembangan destinasi wisata yang menarik dan lestari. 
 
KESIMPULAN  

Penelitian ini menyoroti peran krusial masyarakat lokal dalam pengembangan 
pariwisata di Sulawesi Utara. Keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek pariwisata 
telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Partisipasi 
masyarakat dalam penyediaan layanan seperti homestay dan pemandu wisata telah 
meningkatkan pendapatan lokal serta memperkaya pengalaman wisatawan dengan nuansa 
autentik. 

Selain itu, kesadaran dan upaya masyarakat dalam melestarikan budaya dan 
lingkungan setempat memastikan bahwa tradisi dan ekosistem lokal tetap terjaga. Hal ini 
penting untuk mempertahankan daya tarik destinasi wisata dan mendorong pariwisata yang 
berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata juga telah membuka peluang bagi 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, menciptakan lapangan kerja, dan 
mengembangkan usaha baru yang mendukung perekonomian lokal. 

Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata memastikan bahwa pengembangan 
pariwisata berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Kolaborasi ini penting untuk 
menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, 
peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek pariwisata di Sulawesi Utara menjadi kunci 
sukses dalam memajukan sektor ini, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas 
oleh komunitas lokal. 

Untuk meningkatkan daya dukung masyarakat dalam pengembangan pariwisata, 
disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus mendorong 
partisipasi aktif masyarakat melalui program pelatihan dan edukasi. Peningkatan kapasitas 
dalam manajemen pariwisata, pelayanan pelanggan, dan pelestarian lingkungan akan 
memperkuat peran masyarakat dalam industri ini. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang 
mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, seperti akses permodalan dan pemasaran bagi 
usaha kecil di sektor pariwisata. 
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Terakhir, penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan 
dengan prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 
pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan 
inklusif, pariwisata di Sulawesi Utara dapat terus berkembang dan memberikan manfaat 
jangka panjang bagi masyarakat lokal. 
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